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BUPAT] PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR Jookep. W5 - \ngpdr e ok (303

TENTANG

pgzgmg ’;":J [L)JSNIT KERJA ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
SI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2021

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya untuk mencapai Zona
Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);

b. bahwa unit kerja yang tertera pada Keputusan ini
dipandang mampu dan memenuhi syarat menjadi Unit
Kerja Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Purwakarta;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan
dengan Keputusan Bupati;

—
.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten  Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

Mengingat

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3., Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
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10.

11.

Undan

Undan§ N‘oml? I 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
P emberantaSandan.g Nomor 31 Tahun 1999 tentang
€gara R o Tindak  Pidana Korupsi (Lembaran
“Publik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,

Tamb
4150)?han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Un "
Pen(iazfagf dang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
egara Reasan. Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Tarnbahanplellk Indonesia Tahun 2002 Nomor 137,
Nomor 3851 Lembarap Negara Republik Indonesia.
terakhir ( ), sebagaimana telah diubah beberapa kali
2019 te tengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun
Nomor :rsl()ang Perubahan kedua atas Undang - Undang
Tindak _Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasgn
inda _Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Neor 2 Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaan
€gara Republik Indonesia Nomor 6409);

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Pelayanan Publik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

Zg?é;ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tah}ln 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4890),

Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9
’?z;aigragow tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);

Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12
?:Laégrgggo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 12);
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MEMUTUSKAN :
Menetapkan

KESATU : Meneta
dari K
Lingk

pkan Unit Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas
orupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
ungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021.

KEDUA + Zona Integritas dibentuk dalam rangka mewujudkan Wilayah
Bebas c;aﬁ Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

KETIGA Unit Kerja Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU terdiri Dari
a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu.
b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
c. Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten
Purwakarta.
d. Puskesmas Purwakarta.
KEEMPAT : Unit Kerja yang sudah ditetapkan sebagai Unit Kerja Zona
Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi mempunyai
tugas :

a. seluruh Pegawai Negeri Sipil menandatangani dokumen
pakta integritas sesuai dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Fakta
Integritas di Lingkungan K/L dan Pemerintah Daerah;

b. menyampaikan LHKPN bagi Pejabat yang telah ditetapkan
dalam Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 27 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan

Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Purwakarta;

c. menerapkan azas akuntabilitas kinerja dalam bentuk

perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan
kinerja dan evaluasi kinerja;

d. memenuhi kewajiban pengelolaan dan pelaporan
keuangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku;

e. seluruh Pegawai Negeri Sipil berkomitmen mentaati
kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan
dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku;

f. menerapkan Kode Etik PNS sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

g. menetapkan Sandar Pelayanan Publik sesuai Undang -
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

h. menerapkan Whistle Blower System sebagai sistem
penanganan pengaduan tindak pidana korupsi;
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KELIMA

KEENAM

0.

E’:;Lirapkan penanganan benturan kepentingan terkait

yan S;an ‘hubungan pribadi dalam kegiatan tertentu

. gbe rkaitan dengan penggunaan anggaran dan / atau
mber daya organisasi lainnya;

mengembangkan pembinaan dan promosi anti korupsi

yang bertujuan menggugah semangat anti korupsi di
lingkungan pegawai;

melaksanakan tindak lanjut atas saran - saran perbaikan
dari BPK / KPK | APIP;

menerapkan mekanisme pengaduan masyarakat

utamanya aspek mal administrasi sesuai ketentuan yang
berlaku;

menerapkan pengadaan barang secara elektonik (e-
procurement),

menerapkan pengukuran kinerja  individu untuk
mendorong  peningkatan  peran, kompetisi, dan
kemampuan individu dalam rangka mencapai tujuan dan
sasaran organisasi; dan

menerapkan keterbukaan informasi publik.

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2021
pada Unit Kerja yang bersangkutan.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Lf pada tanggal 25 danuar: 2031

BUPATI PURWAKARTA /1-;

NE RATNA MUSTIKA
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